BAB I

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada
bab-bab sebelumnya, maka pada akhirnya penulis mencoba menarik
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan adalah sebagai berikut, bahwa
lembaga praperadilan yang selama ini berlaku dalam sistem hukum acara
pidana tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol horizontal
karena:

1. Didalam prakteck masih sering terjadi kompromi dengan
mengedepankan rasa solidaritas sesama penegak hukum, sehingga
terkadang proses peradilan itu tidak berjalan.

2. Adanya ketentuan apabila dalam jangka waktu 7 hari permohonan
praperadilan harus sudah diputus oleh hakim yang memeriksa perkara
praperadilan tersebut. Waktu 7 hari ini kurang maksimal dalam
menyelesaikan perkara dipersidangan. Serta waktu yang singkat ini
sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menyerahkan
perkara pokoknya ke pengadilan negeri. Hal ini juga yang
mengakibatkan lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara
maksimal sebagai lembaga kontrol horizontal.

Selain kedua hal tersebut yang mengakibatkan tidak berjalannya

praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dikarenakan adanya
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ketentuan, tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap putusan
praperadilan yang menyangkut masalah penagkapan dan penahanan yang

sering berakibat tertutupnya seseorang yang mencari keadilan.

B. SARAN
Diakhir penulisan ini dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati
penulis ingim memberikan saran yang diharapkan dapar berguna bagi semua
pihak:

1. Meninjau kembali keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dengan
cara dilakukannya revisi pasal tersebut dengan ketentuan, materi pokok
tefsangka hendaknya sebelum dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan,
terlebih dahulu menunggu putusan dari lembaga praperadilan.

2. Perlunya dibentuk lagi peraturan-peraturan yang lebih komplit mengenai
praperadilan. Serta peraturan-peraturan tersebut lebih terperinci lagi dan
sebaiknya peraturan tentang praperadilan tersebut dibuat secara terpisah.

3. Agar terhindar dari tuntutan praperadilan, para apardt penyidik hendaknya
lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melaksanakan tugas penyidikan
dengan berdasarkan pada ketentuan yang ada didalam peraturan

perundang-undangan.
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